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TENTA.TTG

PEI5ETAPAIT PERSBTUWA PERPAITJAITGAIT I''IN OPERASIOI|AL
SEKOLIIII MTI{EI{GAH PERTAMA

' MA'HAD ISLAM '
I{IPAI,A DINAS PENDIDIKA KOTA SE ARAITG

Menimbalg : a.

b.

c.

Suiat permohonan dan proposal da_ri Yayasan Ma'Had Islam
Nomor ; 057/SMP.M[/8.7 /Xl/2O21, tanqqal : 22 November
2O21 Perihal : Perpanjangan ljin Operasional SMP Ma'had
Islam Semarang.

Bahwa permohonan YayasaJr Ma'ad Islam tersebut di atas,
telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur daLam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indoneaia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah.

Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah
melaksanakal visitasi dan tidak keberatan untuk
menerbitkan ljin perpanjalgan operasional SMP Ma-ad Islam
Semarang yaIrg berlokasi di Jl. Citarum No. 9 Semarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat, dan Daera-h
Istimewa Yogzakarta (Himpunan lembaral Negara Republik
Indonesia 1950);

Mengingat : 1.

2. Undalg-Undang Nomor 20 tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (l,ernbaran Negara Republiklndonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);

3. Unda:rg-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembara-n Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan l,embaral Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOZ tentang
Pembagian Urusan Pemerinta_han antaJa pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2OOZ Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2O1O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Ta_hun
2010 tentang Pengelolaan darl Penyelenggaraan pendidikarr
(lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2O1O Nomor
112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s157);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 20O8,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Semarang (Iembaran Daerah Ta.hun 2OO8 Nomor 15 );

8. Peraturar Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Standar pengelolaan
Pendidikal oleh Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimaj
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah
dirubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas peraturan Menteri pendidikan
Nasional Norror 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor I l29a/V l2OO4 tentang Standar pelayanan
Pendidikan Minimal bidang pendidikan.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang pedoman pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar da.rr
Menengah.

MENETAPKAN :

EMUTUSKAI{

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANC
?ENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN
OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MA'HAD ISLAM.

Memberi persetujuan :

kepada

5_

6.

7.

Nama
Alamat

: Yayasan MaHad Islam Semarar]g.
: Jl. Citarum Selatan, No.9 Semarang.

KESATU

Untuk diterbitkan ijin perpanjangan operasional sekol,ah :



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentua!-ketentuan
penyelenggaraan Sekolah Menengal Pertama sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
.Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum
Kesatu, maka ljin perpanjargan operasional sekolah ini akan
dicabut.

: Setiap tahun akan dilaksalalan peninjauan kembali untuk
mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama
tersebut.

: Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 4 Apil 2022
dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusal ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Tembusan Yth.
1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas

Pendidikan Kota Semarang;
4. Arsip.

, SH.,M


